
SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KOTA SURABAYA TAHUN 2025-2045 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2023-2045. 

Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6123); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2018 Nomor 107); 
 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
 

18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – 
Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, 
Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan 
Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

   
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
96); 
 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 
2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123); 
 

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2014 Nomor 12); 
 

28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
dan 

WALIKOTA SURABAYA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan
  

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025-
2045. 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
  
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.  

 
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.  
 
3. Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. 
 
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  

 
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan 

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumberdaya yang ada.  

 
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 
serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 
masyarakat dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

 
7. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 
suatu program. 

 
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 
 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh). 
 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Kepala Daerah. 
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11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

   
 

BAB II 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 2 

 
Arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah Kota 
Surabaya periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan 
RPJPD Kota Surabaya. 

   
 

Pasal 3 
 

RPJPD Kota Surabaya merupakan penjabaran dari visi, misi, 
arah kebijakan, dan sasaran pembangunan daerah Kota 
Surabaya selama 20 (dua puluh) tahun. 
 

   

Pasal 4 
 

(1) Uraian RPJPD Kota Surabaya sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini.  
 

(2) RPJPD Kota Surabaya menjadi pedoman dalam penyusunan 
RPJMD Kota Surabaya yang memuat Visi, Misi dan Program 
Kepala Daerah. 

 
(3) Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan RPJMN dan 
RPJMD Provinsi Jawa Timur. 

   
 

Pasal 5 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya 
harus selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Surabaya.  
 

   

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 6 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJPD Kota Surabaya. 
 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan per periode RPJMD yang bertujuan 
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran 
pembangunan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Surabaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Kepala Daerah. 
 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 7 

 

  Apabila dalam berjalannya RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-
2045 terdapat kebutuhan untuk penyesuaian atas sasaran 
pokok, arah kebijakan, serta prioritas daerah, maka sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku RPJPD 
dapat dirubah melalui proses dan tahapan yang mutatis 
mutandis seperti penyusunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 
2025-2045. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
   

 

Pasal 8 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. 

 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. 

   
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Agustus 2024 

 

                                                   WALIKOTA SURABAYA 
 

ttd 
 
                                                           ERI CAHYADI 

 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ....... 



Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

 NIP 19690809 199501 1 002 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR  180-7/2024 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
NIP. 197803072005011004 
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